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ABSTRAK

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri (SK PNS) merupakan
surat yang berharga bagi pemiliknya, oleh karena itu bank menyediakan fasilitas
kredit dengan jaminan SK PNS walaupun ia bukan benda yang dapat dieksekusi
apabila debitur wanprestasi. Hal tersebut mengakibatkan kendala bagi bank untuk
memperoleh pelunasan dari sisa utang debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menjelaskan dan menganalisis: (1) kedudukan SK PNS sebagai jaminan
dalam perjanjian kredit (2) tanggung jawab SK PNS apabila debitur wanprestasi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan dilakukan dengan field
research (studi lapangan). Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, sementara
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, serta analisis data menggunakan
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, penggunaan SK PNS
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit didasarkan atas kepercayaan yang
diperoleh dari hasil analisis bank melalui Account Officer (AO) dan tidak terikat
dengan lembaga jaminan apapun. Analisis tersebut berpedoman pada Kebijakan
Perkreditan dan Pembiayaan Bank (KPB) didukung dengan penerapan prinsip
kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Pada perjanjian kredit Bank Bantul,
SK PNS bersama Kartu TASPEN, Gaji, dan Tabungan berkedudukan sebagai
agunan utama sedangkan kewajiban pengikatan jaminan Kkhusus kebendaan
tergantung pada besar-kecilnya nominal pinjaman yang diajukan. Kedua,
berdasarkan data Informasi Debitur (IDEB) dan Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK), terjadinya wanprestasi pada kredit tanpa pengikatan jaminan
khusus tidak menjadi kendala karena dapat dipastikan aset debitur cukup untuk
melunasi sisa utangnya. Tanggung jawab SK PNS terlihat ketika Bank Bantul
memerlukannya sebagai syarat pengajuan ke kantor TASPEN agar tabungan
pensiun debitur dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang.

Kata Kunci: Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Jaminan
Kredit, Perjanjian Kredit



ABSTRACT

The Decree of the Appointment of Civil Servants (SK PNS) is considered
precious for the owner. Therefore the bank provides credit facilities with the
guarantee of the SK PNS even though it is not an object that can be executed if
the debtor defaults. This resulted in obstacles for banks to obtain repayment of the
remaining debt of the debtor. The purpose of this study is to explain and analyze:
(1) the position of the SK PNS as collateral in the credit agreement (2) the
responsibilities of the SK PNS if the debtor is in default.

This type of research is empirical juridical and carried out by field
research. The nature of the research is analytical descriptive, while the approach
used is a statutory approach and a case approach. Data collection techniques were
carried out by interviews and literature studies, and data analysis using qualitative
descriptive.

The results of the study conclude that: First, the use of SK PNS as
collateral in credit agreements is based on the trust obtained from the results of
bank analysis through the Account Officer (AO) and is not bound by any
guarantee institution. The analysis is guided by the Bank's Credit and Financing
Policy (KPB), supported by applying prudential principles and the principle of
knowing customers. In the Bantul Bank credit agreement, the SK PNS and the
TASPEN Card, Salary, and Savings are the primary collateral. At the same time,
the obligation to bind special material guarantees depends on the amount of loan
submitted. Second, based on the data of Debtor Information (IDEB) and Financial
Information Services System (SLIK), the occurrence of defaults on credit without
special collateral binding is not an obstacle because it can be ensured that the
debtor's assets are sufficient to pay off the rest of the debt. The responsibility of
the SK PNS was seen when Bank Bantul needed it as a condition for submitting to
the TASPEN office so that debtors' retirement savings could be used as a source
of debt repayment.

Keywords: Decree of Appointment of Civil Servants, Collateral of Credit, Credit
Agreement
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MOTTO

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang
tidak pernah berhenti mencoba”

(Dzawin Nur Ikram)

“Quality without results is pointless. Results without quality is boring”

(Johan Cruyff)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berbicara tentang perekonomian tentu tidak dapat terlepas dari satu
lembaga yaitu bank. Hal ini dikarenakan bank merupakan aspek berarti dalam
perkembangan modal serta investasi dunia usaha di golongan para pengusaha
sebagai pelaku bisnis. Guna memperlancar aktivitas pertumbuhan usahanya,
maka seorang pengusaha yang kekurangan modal dapat menghubungi pihak
bank maupun pihak non-bank guna meminta sarana pinjaman/kredit.
Kegiatan pinjam-meminjam di keseharian masyarakat ini sejak dahulu telah
mengenal uang sebagai alat pembayarannya. Kegiatan tersebut sangat
berpengaruh bagi kehidupan serta dapat mendukung perkembangan
perekonomian.*
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah:
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.

Pada pemberian kredit, terdapat suatu perjanjian konsensuil antara
debitur dengan kreditur yang menghasilkan hubungan utang-piutang di kedua

belah pihak, dimana debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan

!Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007), him. 1.



pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur sesuai syarat yang sudah
disepakati sebelumnya, termasuk pembayaran bunga.

Pemberian kredit oleh bank diperkuat dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 11/25/PBI1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI1/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum dimana bank harus menerapkan manajemen risiko secara efektif
dan efisien baik untuk bank secara individu maupun secara umum. Pada pasal
8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
dijelaskan untuk memperoleh keyakinan terhadap debitur, maka bank perlu
memperhatikan prinsip kehati-hatian atau bisa disebut dengan The Five C’s of
Credit, antara lain: Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital
(modal), Collateral (agunan) dan Condition of Economic (kondisi atau
prospek usaha).

Prinsip kehati-hatian ini menegaskan bahwa bank dalam melakukan
kegiatan atau dalam ‘menjalankan kegiatan usaha harus berhati-hati dalam
memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata-mata tanpa
melihat risikonya, prinsip 5 C ini digunakan sebagai analisis dalam pemberian
kredit kepada calon nasabah bahwa seseorang tersebut telah sesuai dan dapat
diberikan kredit kepadanya.

Adanya sebuah jaminan adalah faktor yang signfikan dan harus

diperhatikan oleh bank untuk memunculkan keyakinan atas suatu

2Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT (Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), him. 92.
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kesanggupan calon nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa
yang diperjanjikan. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal
1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dari kedua pasal tersebut
dapat disimpulkan bahwa walaupun tanpa diperjanjikan terlebih dahulu antara
kreditur dan debitur, Undang-Undang telah menetapkan bahwa bagi kreditur
atas piutang yang diberikan kepada debitur akan dijamin dengan segala harta
bendanya bersama-sama dengan para kreditur yang lain. Meskipun Undang-
Undang telah memberikan bentuk jaminan sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, tetapi bagi para kreditur ada kalanya kurang memuaskan
sehingga perlu jaminan yang bersifat khusus.?

Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan
perorangan. Apabila dalam suatu perjanjian disyaratkan adanya suatu objek
yang dijadikan sebagai jaminan utang maka jaminan tersebut bersifat jaminan
kebendaan, disisi lain jaminan yang bersifat perorangan adalah adanya orang
tertentu yang sanggup memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.
Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur (asas
spesialitas) dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu (khusus). Karena
diperjanjikan secara khusus, maka kreditur pemegang hak jaminan khusus
mempunyai kedudukan preferensi (separatis). Artinya pemenuhan hak kreditur

khusus itu didahulukan dari kreditur lainnya.*

3Ashibly, Hukum Jaminan (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), him. 27.
“M. Khoidin, Hukum Jaminan [Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak

Tanggungan] (Surabaya: Laksbang Yustisia, 2017), him. 11-12.

3



Pengikatan sebuah jaminan sangat bergantung pada jenis objek yang
akan dijadikan jaminan kredit. Terhadap objek jaminan berupa benda bergerak
baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diikat dengan jaminan gadai atau
fidusia. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan juga termasuk objek jaminan fidusia,> sedangkan untuk objek
jaminan tidak bergerak diikat dengan yang namanya hak tanggungan.

Pada perkembangannya, sering dijumpai dalam lapangan bahwa
terdapat jenis jaminan lain yang tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu
kelompok tersebut. Jaminan ini umumnya dalam bentuk surat pensiun, ijazah,
dan lain sebagainya yang merupakan jaminan atau sekelompok benda tertentu
tetapi sifatnya bukan hak kebendaan dan juga bukan jaminan perorangan.
Salah satu yang marak dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian
kredit adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).

Dewasa ini, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dianggap sebagai suatu benda yang sangat berharga bagi pemiliknya sehingga
pihak bank pun tidak jarang memiliki produk kredit yang mensyaratkan SK
PNS sebagai jaminan, meskipun diketahui bahwasannya SK PNS ini tidak
dapat diperjual-belikan atau ‘dialihkan - kepemilikannya. Hal ini tentu
mengakibatkan kendala bagi pihak bank apabaila hendak melakukan eksekusi
jikalau terjadi wanprestasi di kemudian hari.

PT BPR Bank Bantul merupakan salah satu dari sekian banyak bank

yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan SK PNS. Beragamnya jenis

5Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), him. 57.



kredit yang ditawarkan menjadikan Bank Bantul menjadi menarik bagi calon
nasabah, seperti pemberian kredit tanpa adanya jaminan khusus dan cukup
menjaminkan SK PNS dalam bentuk fotokopi. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan jumlah debiturnya mencapai 7000 nasabah dengan total jumlah
pinjaman sebesar 200 miliar. Selain itu juga hanya terdapat 10% dari
keseluruhan debitur kredit pegawai yang melakukan wanprestasi.®

Status Pegawai Negeri Sipil dari nasabah juga tidak menutup
kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya
seperti pindah tugas, pemberhentian secara tidak hormat, maupun meninggal
dunia sehingga mengakibatkan kredit macet. SK yang dijaminkan pun tidak
dapat diperjual-belikan guna melunasi sisa pembayaran, dalam kasus seperti
ini bank harus sudah mempersiapkan atau mempunyai upaya untuk
memperkecil berbagai risiko yang mungkin terjadi. Hakikatnya, berbagai
ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam pelaksanaan
perjanjian antara kreditur dan debitur dapat memberi kepastian hukum dan
melindungi kepentingan para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk
melakukan sebuah penelitian  dengan judul “KEDUDUKAN SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA

PT BPR BANK BANTUL)”.

S\Wawancara dengan Bapak Noviar Handi Al-Faani, Kepala Bagian Penyelamatan dan

Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Bantul, tanggal 19 April 2021.
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B. Rumusan Masalah
Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil apabila debitur wanprestasi?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:
1. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai
jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Tanggung jawab Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
apabila debitur wanprestasi.
Kegunaan dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara
teoritis dan praktis.
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian' diharapkan ' dapat ‘memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kedudukan
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan
dalam perjanjian kredit perbankan, sekaligus sebagai bahan kepustakaan
bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan
dibahas. Di samping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum

perdata.



2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan kepada bank,
sehingga dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk
menghindari hal-hal yang dapat merugikan debitur maupun kreditur, serta
dapat pula dipakai bank selaku pemberi kredit untuk senantiasa
mengendepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada
pihak lain, khususnya pada kredit yang menggunakan Surat Keputusan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali
dilakukan sehingga terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama
sebelumnya, maka dari itu penulis membandingkannya dengan hasil penelitian
yang telah dilakukan terdahulu yang dipandang relevan. Sepanjang
pengetahuan penulis, hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan
dengan judul penelitian sekarang antara lain sebagai berikut ini.

Penelitian oleh Paula Bawuna (2013) dengan judul “Analisis Hukum
Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan
PNS”.” Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui tentang proses
penyelesaian yang akan ditempuh oleh pihak bank apabila terjadi kredit macet
serta bagaimana tanggungjawab yuridis dari bankir terhadap kredit macet
nasabah tersebut. Perbedaannya. penelitian sekarang mendeskripsikan

kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi para pihak dari

"Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan SK Pengangkatan PNS”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1:1 (April-Juni 2013), him. 71-84.
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perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, serta tanggungjawab dari SK PNS
apabila debitur wanprestasi.

Skripsi yang ditulis olen Krisni Sri Megasari (2018) dengan judul
“Kontruksi Hukum SK Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan Pada
Perjanjian Kredit (Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)”.® Skripsi ini
fokus kepada pertanggungjawaban ASN atas SK yang diagunkan apabila
terjadi pemecatan terhadapnya serta risiko yang akan dialami Bank BM
apabila debitur wanprestasi atau meninggal. Perbedaannya, penelitian
sekarang mendeskripsikan kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat
hukum bagi para pihak dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, serta
tanggungjawab dari SK PNS apabila debitur wanprestasi.

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nur Kartika Sari (2012) dengan judul
“Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri
Sipil Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten
Madiun”.® Penelitian ini berfokus pada penyelesaian yang ditempuh oleh BPR
Bank Daerah Kabupaten Madiun apabila terjadi kredit macet dengan jaminan
SK PNS. Perbedaannya, penelitian sekarang mendeskripsikan kedudukan,

mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi para pihak dari perjanjian

8Krisni Sri Megasari, “Kontruksi Hukum SK Aparatur Sipil Negara Sebagai Jaminan

Pada Perjanjian Kredit (Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)”, Skripsi (Surakarta: Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

®Rahma Nur Kartika Sari, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Surat Keputusan

Pegawai Negeri Sipil Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten

Madiun”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas llmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

8



kredit dengan jaminan SK PNS, serta tanggungjawab dari SK PNS apabila
debitur wanprestasi.

Tesis yang ditulis oleh Lia Hartika (2015) dengan judul “Analisis
Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Kredit
Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan (Studi Pada PT Bank Sumut Medan)°. Fokus penelitian adalah
mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban PNS terhadap SK yang
diagunkan apabila terjadi pemecatan terhadapnya serta menjelaskan peranan
perusahaan asuransi mengenai masalah klaim asuransi kredit yang
menggunakan SK PNS sebagai jaminan. Perbedaannya, penelitian sekarang
mendeskripsikan kedudukan, mekanisme pemberian, dan akibat hukum bagi
para pihak dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS, serta
tanggungjawab dari SK PNS apabila debitur wanprestasi.

E. Kerangka Teoritik
1. Kepastian Hukum
Berlakunya hukum dalam masyarakat senantiasa harus selalu
memperhatikan kepastian hukum agar hukum tersebut dapat diterima
dengan baik. Hal ini merujuk pada penerapan hukum yang konsisten, jelas,
dan tepat sehingga pemberlakuannya tidak terpengaruh oleh berbagai

keadaan yang sifatnya subjektif. Fungsi dari teori ini juga dapat dikatakan

¥Lia Hartika, “Analisis Yuridis Atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian
Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi
Pada PT Bank Sumut Medan)”, Tesis (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015).
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untuk menjamin dan melindungi hak dari para pihak yang melakukan
perbuatan hukum khusunya dalam perjanjian kredit.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, konsep kepastian hukum
mengandung dua pengertian:
Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,
dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-
Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang
lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.!

Fuller dalam buku Achmad Ali memberikan makna yang lebih luas
tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang
kepastian hukum dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan
dengan hal-hal seperti:*2
a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan

berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.

e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2008), him. 158.

2Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana, 2009),
him. 287-288.
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f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat
dilakukan.
g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
2. Perjanjian

Soebekti menyatakan bahwa, ”Perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang mana saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal”'®, sedangkan menurut J. Satrio,
“Perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang
mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan”.14

Perjanjian sendiri diatur dalam Buku Il KUH Perdata tentang
Perikatan dimana di dalamnya diatur mengenai hukum kekayaan tentang
hak dan kewajiban yang berlaku terhadap para pihak. Pasal 1313
menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih”, sementara itu perjanjian akan dianggap sah apabila memenubhi
unsur pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
a. Sepakat mereka mengikatkan diri
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

13S0ebekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1992), him. 1.
14, Satrio, Hukum Perjanjian (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), him. 4.
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Berdasarkan definisi perjanjian yang disebutkan di atas terlihat
bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perikataan yang
mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan
maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat
hukum.

Pada lembaga perbankan juga sering dijumpai adanya perjanjian,
yaitu terkait pemberian kredit karena memang bank memiliki fasilitas
tersebut guna memberikan dana pinjaman kepada masyarakat. Dilihat dari
sisi kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan perjanjian
kredit ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan
mengharapkan penegembalian prestasi, sedangkan bagi debitur adalah
bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang
diberikan.

Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut
ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu
tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidaktentuan
pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan
suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.’®

3. Penjaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-

cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung-

5Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan

Jaminan SK Pengangkatan PNS”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1:1 (April-Juni 2013), him. 71-84.
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jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya atau dapat dikatakan
pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.®

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko
apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang
berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan
apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan
pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.'’

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan
dalam Pasal 1 angka 23 tentang pengertian agunan yang merupakan bagian
dari istilah jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan yang
diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Hal ini berarti
pengertian “jaminan” lebih luas daripada pengertian “agunan”, dimana
“agunan” berkaitan dengan barang, sedangkan “jaminan” tidak hanya
berkaitan dengan barang, tetapi juga tentang bagaimana character,
capacity, capital, dan condition of economy dari nasabah debitur yang

berkaitan.!® Agunan - dalam hal ini merupakan jaminan tambahan

Persada,

Yustisia,

67.

165alim, H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo
2007), him 21.
"Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Yogyakarta: Pustaka
2010), him. 67.

18Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.
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(accessoir) yang tujuannya untuk medapatkan fasilitas kredit dari bank

sehingga jaminan tersebut diberikan.

Pada Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan juga telah dijelaskan bahwa
pemberian kredit yang dilakukan oleh bank didasarkan dengan keyakinan
atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa
yang diperjanjikan sebelumnya atau bisa disebut dengan prinsip 5 C. Oleh
karena itu, hal ini menegaskan bahwa dalam dalam pemberian jaminan,
terlebih dahulu hendaknya mempertimbangkan dua faktor, yaitu:*°
a. Secured, artinya jaminan kredit mengikat secara yuridis formal

sehingga apabila suatu hari nanti nasabah debitur melakukan
wanprestasi (cedera janji), maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk
melakukan tindakan eksekusi.

b. Marketable, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat
segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban
debitur.

Selain jaminan yang bersifat kebendaan dan peorangan, dalam
Buku II' KUH Perdata juga terdapat hak-hak lain yang mempunyai
persamaan (mirip) dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan
(kepada kreditur) seperti privilege dan hak retensi. Pasal 1134
menyebutkan bahwa hak istimewa (privilege) adalah suatu hak yang
diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang kreditur yang

menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-

3Johanes lbrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit
Bermasalah (Bandung: Refika Aditama, 2004), him. 71.
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mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari
pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang
ditentukan sebaliknya.?

Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu
piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak retensi ini
merupakan hak perseorangan namun mempunyai aspek sifat kebendaan
dan karena itu dibicarakan dalam hukum benda atau hak retensi tidak
menimbulkan hak didahulukan. Kreditur berkedudukan sebagai kreditur
konkuren.?!

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis
empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dimana mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan
masyarakat.?? Penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan
sebenernya atau keadaan nyata yang telah terjadi didalam masyarakat
dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang

dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research)

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH
Perdata] (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), him. 291.

2Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Bandung: Nuansa Aulia,
2012), him. 114-115.

22Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),
him. 1.
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dimana akan dilakukan pencarian data secara langsung ke Bank Bantul
untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut M.
Syamsudin analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data
yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan
fakta-fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan
disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar
faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada
data yang diperoleh.?

Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci, sistematis dan
menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan
sebagai jaminan dalam perjanjian kredit perbankan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan “penelitian

yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang serta regulasi

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grasindo Persada,
2007), him. 127-133.
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yang bersangkutan degan isu hukum yang sedang ditangani.”?* Pendekatan
kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-
norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.?

Pada penelitian ini, penulis berusaha memahami segala peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti KUH
Perdata, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan OJK. Selain itu,
pendekatan kasus dilakukan guna melihat langsung di lapangan tentang
mekanisme pemberian dan tanggung jawab Surat Keputusan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian
kredit.

Sumber Kajian
Pada penlitian ini, sumber kajian atau bahan hukum yang
digunakan adalah:
a. Bahan Hukum Primer
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3) Peraturan Bank Indonesia Nomor = 3/10/PBI/2001 tentang
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer

Principles)

him. 93.

24peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013),

BAbu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010), him. 75.
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4)

5)

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI1/2003
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau

Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperolenh melalui

kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, brosur/tulisan,

hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, dan pendapat para

pakar hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh

penulis.?®

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan menggunakan

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) dan terwawancara (interviewee)?’. Di dalam penelitian

him. 11.

187.

%Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015),

Z’Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Rosadi Karya, 2012), him.
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ini, penulis akan melakukan wawancara di bank secara langsung. Bank
yang dijadikan objek penelitian yaitu Bank Bantul.
b. Dokumentasi
Dokementasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh
data atau informasi dalam bentuk foto, rekaman, catatan, ataupun
bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian. Teknik ini juga
dapat digunakan sebagai bukti bahwa penulis telah benar-benar
melakukan penelitian terkait dengan sumber yang dituju.
c. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara memproleh informasi melalui sumber tulisan berupa buku, karya
ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang
topik penelitian.
6. Analisis Data
Data yeng diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif
kualitiatif. Artinya analisis dilakukan melalui pengaturan data secara logis
dan sistematis dalam bentuk wuraian untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan
Guna memudahkan pembacaan hasil kajian yang dilakukan penulis,
kajian dalam penelitian ini akan dipaparkan menjadi berbagai bab. Bab-bab ini
akan menggambarkan terkait beberapa isu yang berkaitan. Bab yang akan

dipaparkan adalah:
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Bab | Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Umum vyang berisikan tinjauan tentang kredit
perbankan, perjanjian kredit, jaminan kredit, dan Surat Keputusan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Bab Il Gambaran Umum, bab ini menguraikan profil dari PT BPR
Bank Bantul yang meliputi sejarah, jenis-jenis kredit yang ditawarkan, serta
mekanisme pemberian kreditnya.

Bab 1V Anaisis, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil
penelitian yang diperoleh yakni mengenai kedudukan dan tanggung jawab
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam
perjanjian kredit.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis menguraikan tentang

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

20



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil sebagai jaminan dalam perjanjian kredit sebagaimana telah
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan,

yaitu:
1. Kedudukan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai

Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

a. Penggunaan SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian Kkredit
didasarkan pada kepercayaan karena kedudukan SK sebagai surat yang
berharga ditambah posisi PNS merupakan salah satu bagian dari ASN
yang berada dalam pengawasan pemerintah. Hal tersebut yang
menjadikan bank merasa cukup untuk menggambarkan kualitas calon
nasabah. Kepercayaan ini diperoleh melalui analisis yang berpedoman
pada Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang diatur
dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2017. Keberadaan KPB sangat
penting sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan bank
yang berkaitan dengan kredit. Salah satu poin yang ditekankan dalam
KPB vyaitu penerapan prinsip kehati-hatian (biasa disebut dengan
Prinsip 5 C) guna menilai kualitas calon nasabah. Selain itu, terdapat
prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) yang

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI1/2001 dan
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sifatnya tidak kalah pentinng. Prinsip ini mekankan pada pemantauan
segala riwayat kegiatan transaksi nasabah, termasuk yang
mencurigakan serta ketegasan dari bank untuk menolak nasabah yang
dianggap tidak layak.

. SK PNS sebagai jaminan tidak termasuk dalam objek gadai maupun
fidusia karena ia bukan merupakan benda yang dapat dipindah
tangankan atau diuangkan untuk melunasi utang debitur, melainkan
SK hanya surat yang berharga dan sebagai bukti kepercayaan antara
kreditur terhadap debitur yang dicantumkan dalam perjanjian kredit.
Maka dari itu, SK PNS tidak dapat digolongkan sebagai jaminan
kebendaan maupun perorangan dan tidak terikat dengan lembaga
jaminan apapun, selain itu SK PNS juga bukan kategori hak istimewa
(privilege) karena mengenai apa jenis-jenis privilege ini sudah
disebutkan secara jelas dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata dan
SK tidak dapat dipersamakan dengan hal itu.

Pada Perjanjian Kredit Bank Bantul, kedudukan SK PNS bersama
Kartu TASPEN, Gaji, dan Tabungan adalah sebagai agunan utama,
sedangkan untuk ~agunan tambahan, terdapat uang pensiun, uang
pesangon, dan uang penerimaan-penerimaan hak lainnya/yang dapat
dipersamakan dengan itu serta segala kebendaan yang dimiliki pihak
debitur (Pasal 4 Perjanjian Kredit Bank Bantul). Pengikatan jaminan

khusus (kebendaan) dalam Perjanjian Kredit Bank Bantul tergantung
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dengan besar-kecilnya nominal pinjaman, ketentuannya adalah sebagai

berikut:

1) Golongan Pertama, dengan pinjaman < Rp. 100.000.000 hanya
diperlukan SK PNS dan Kartu TASPEN dalam bentuk fotokopi

2) Golongan Kedua, dengan pinjaman > Rp. 100.000.000 — Rp.
300.000.000 wajib menyerahkan SK PNS dan Kartu TASPEN asli

3) Golongan Ketiga, dengan pinjaman > Rp. 300.000.000 wajib
menyerahkan SK PNS dan Kartu TASPEN asli ditambah jaminan
khusus

2. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Surat Keputusan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Apabila Debitur Wanprestasi
a. Perjanjian Kredit Bank Bantul melahirkan beberapa akibat hukum
sebagai berikut:

1) Akibat hukum kreditur dengan debitur, yaitu kreditur (bank)
memberikan pokok kredit kepada debitur sejumlah nominal yang
telah disetujui dan berhak atas' pengembalian, sedangkan debitur
berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai
waktu yang telah ditentukan (Pasal 1 dan 3 Perjanjian Kredit Bank
Bantul). Mekansimenya, debitur memberikan kuasa kepada juru
bayar atau bendahara tempat debitur bekerja untuk memotong gaji
disetiap bulannya guna dijadikan sebagai angsuran pembayaran

pinjaman kepada kreditur. Selain itu, debitur juga menyerahkan
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agunan kepada kreditur yang disesuaikan dengan besar-kecilnya
nominal pinjaman.

2) Akibat Hukum kreditur dengan juru bayar, yaitu dengan adanya
kuasa yang diberikan debitur kepada juru bayar megakibatkan juru
bayar memiliki kewajiban untuk menjaga kelancaran angsuran
debitur disetiap bulannya. Walaupun seolah-olah juru bayarlah
yang bertanggung jawab, tetapi perannya di sini hanya sebatas apa
yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu memotong gaji dan
membayarkan kepada kreditur.

b. Dasar pertimbangan Bank Bantul dalam menyediakan kredit dengan
jaminan SK PNS tanpa adanya pengikatan jaminan Kkhusus yaitu
adanya data IDEB dan SLIK yang memuat segala riwayat keuangan
dan aset debitur. Apabila debitur Golongan Pertama dan Kedua
wanprestasi, maka upaya pertama yang dilakukan Bank Bantul yaitu
melakukan mediasi internal dengan Kepala dan Juru Bayar tempat
debitur bekerja. Langkah kedua yang akan dilakukan apabila mediasi
gagal yaitu mengajukan gugatan sederhana, di mana terdapat dua opsi
pelunasan utang debitur. Pertama yaitu menggunakan tabungan
penisun, Kedua yaitu dengan pencarian aset (segala kebendaan
debitur) karena memang tidak ada benda yang ditunjuk secara khusus
sebagai jaminan. Pada konteks ini, kedudukan konkuren dari Bank
Bantul dapat diantisipasi dengan analisis berdasarkan IDEB dan SLIK

yang dapat memastikan bahwa aset debitur cukup untuk melunasi sisa
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utang. Selanjutnya, jika debitur Golongan Ketiga yang wanprestasi,
maka akan langsung dilakukan gugatan perdata karena terdapat
pengikatan jaminan khusus sebagai sumber pelunasan utang debitur.
Tanggung jawab SK PNS terlihat jelas ketika tabungan pensiun
dijadikan sebagai sumber pelunasan utang, karena tanpa keberadaan
SK, hal itu tidak dapat dilakukan oleh pihak bank.

B. Saran

1. Bank Bantul dalam memberikan kredit, khususnya kredit pegawai wajib
menerapkan asas-asas perkreditan, prinisp kehati-hatian, dan prinsip
mengenal nasabah. Secara hukum demi mendapat kepastian langsung
terkait sisa utang apabila debitur wanprestasi, pengikatan jaminan khusus
lebih baik diwajibkan. Pada sisi lain, adanya pemberian kredit tanpa
jaminan khusus mengharuskan Account Officer (AO) lebih teliti dalam
melakukan wawancara dengan calon nasabah diawal guna memastikan
keberadaan aset-aset yang dimiliki serta koordinasi tiap bulan dengan juru
bayar harus tetap terjaga untuk memantau debitur.

2. Nasabah dalam hal ini PNS diharapkan menjaga nama baik pribadi
maupun instansi sebagai salah satu bagian dari ASN dengen cara
menggunakan kredit sesuai dengan peruntukannya serta menjadi debitur
yang selalu memenuhi kewajiban. Selaras dengan Bank Bantul yang telah
memberi kemudahan guna mendapatkan fasilitas kredit dengan hanya
menjaminkan SK berupa fotokopi serta tanpa adanya pengikatan jaminan

khusus.
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